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E-Marketpldce . Pengadaan . · 
infrastruktur terkait dan 
Kementerian/ Lembaga/ 
berupa toko daring; 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangari 

dalam huruf a clan huruf b, perlu .·· .·· •.. ·· 
Gubernur fen.tang Petunjuk Tekrris .,_.,.,.J,u.u. 

Pengadaan Harang/ J asa Melalui Toko 

Peraturan • .Presiden Nornor 
Pengadaan · Bara.ng/ J a.sa . ....-g·mi;a,r, 

b. 

a. bahwa Belanja Langsung 
Toko Daring mempunyai peran 
peningkatan pelayanan publik di Daerah; .. 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BA.RAT, 

PETUNJUK TEKNIS BELANJA LANGSUNG 

PENGADAAN BA.RANG/ JASA MELA.LUI 

TOKO DARING 

TENT ANG 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BA.RAT .• 

NOMOR J.1~(TAHUN 2022 

GUBERNUR iKALIMAN'l'AN BAR.AT;.· / 

~. ·, 



Negara Republik Indonesia Tahun 2019 N0111.orl57); 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar.Negara Rep11plig i 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali dan tera.khir dengan Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2022 

Nomor l , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6780); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 ten tang 

Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 .tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barangj'.Jasa 

Pernerintah (Lembaran Negara Republik•.·Indonesia,r~huri 

2021 Nomor 63); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 .Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor .2036} 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Merited 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tenta11g/Peb .. ibahan · 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Notn()r 80 .Tahun 

2015 tentang Pembentukan ProdukHukun1Daerah(BetitR< 

Mengingat 



4. Perangkat Daerah adalah 
Dewan Perwakilan 
penyelenggaraan Urusan 

kewenangan Daerah Provinsi. 
5. Biro Pengadaan Barang/Jasa 

Barang/ Jasa Sekretariat Daerah 

Barat. 

6. Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 
disebut Pengadaan Bara.11-g/Jasa 

Pengadaan Barang/ Jasa 

Kalimantan Barat yang 

3. 

penyelenggara 
pelaksanaan urusan 

1. Daerah adalah Daerah 

2. 

Dalam Peraturan Gubernur irii 

Pasal 1 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG 

BELANJA LANGSUNG PENGADAAN 

TOKO DARING. 

Menetapkan 

Katalog Elektronik 
Pemerintah (Berita Negara 

Nomor 491); 
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 'tentang Pecl(Jtnah 
Pelaksanaan Pengadaan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tah1.1r1- 

593); 

8. Peraturan Lembaga 
Pemerintah Nomor 9 

MEMUTUSKAN: 

URO l'll:~GKAT OAPAH 
mm.UM 1"111:M~lik'!. 



K.'I.RO i'ERMIGKAT OA.ERA.H 
BURUM l'Jtl\l!R/1.KARllA 

bertugas 

penunjukan langsung/ 
toko daring, sesuai dengan 
Pengadaan Barang/ J asa 
kewenangannya. 

untuk rnengambil keputusan 
tindakan yang dapat mengakibatkan 

anggaran belanja Daerah Provinsi. 

13. Pejabat Pengadaan yang 

dalam rnelaksanakan sebagian 

Daerah. 

12. Pejabat Pembuat Komitmen yang ..... ....,,, •. uA 

7. Toko Daring Pengadaan Barang/Uasa yang selartjlitnya 
disebut Toko Daring adalah pasar elektronik ya11g 
disediakan untuk memenuhi kebutuhan bar~ng/ja.sa 
pemerintah, 

8. Platform Toko Daring Penyedia adalah 'I'okoDa.ririgiYahg 
dikembangkan/ diselenggarakan oleh pihak ··· 

penyedia .sarana komunikasi elektronik dan ·· 
transaksi Pengadaan Barang/ .Jasaatau J3elanjJLru1.g§ll.rlg. <• 

Pengadaan Barang/ Jasa melalui TokoDaririg. 

9. Belanja Langsung Pengadaan 

Daring di Lingkungan Pemerintah 

Barat yang selanjutnya disebut 
melalui Toko Daring adalah metode ..,....,,,.,..._,.,.~,,,. ...... 
Barang/Jasa untuk mendapatkan 

yang proses clan 
serangkaian sistem, perangkat, .L>.V'AH''-'l-".LU>.<.<.V.1-, 

elektronik Platform Toko 
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya 

pejabat pemegang kewenangan ·· 
Perangkat Daerah. 

11. Kuasa Peqgguna Anggaran 
KPA adalah pejabat yang 



keterarnpilan dalam suatu 'sistem 

dikenal luas di dunia usaha 
pekerjaan, 

22. Jasa Lainnya adalah jasa non 

dipakai, diperdagangkan, 

berwujud, bergerak maupun 

usaha menengah sebagaimana ~u.u. ........ ~,_, 

Undang tentang Usaha Mikro, 

19. Penyedia Barang/Jasa 

disebut Penyedia adalah 

Repu blik Indonesia, baik sendiri 

melalui perjanjian 

15. Unit Kerja Pengadaan .Barang/tlasa 

disingkat UKPBJ adalah Biro 

Sekretariat Daerah Provinsi. 

16. Surat Pesanan adalah bentuk ,.,.V.ULl 

Pengadaan Barang/Jasa .melalui .· 
Daring. 

17. Berita Acara Serah Terima yang .. "',., ... cc ... ·LI 

BAST adalah bukti yang dilampirkan 

formalitas ·• untuk mengesahkan 
tangan pada sebuah aset, 

18. Pelaku U saha adalah setiap 

usaha, baik yang berbentuk ua..ua..1.1 

14. Bendahara Pengeluarau/Bendahara •J?erig~lu~ra.I1. )/·.· ·. 
Pembantu yang selanjutnya disingkat ;BP/BPP a.~aikh · .. ···. 
personalia yang berwenang melaksanakan 

atas transaksi Pengadaan 



. ···!·:. _ _..· .. 
KARO l'ltRAN'GKNr 'DAJJ:AAH . 

HUXUM . P&iilRA!<ARSA 

melalui.Toko 
pada Pla:tform .Toko 

c. 

b. 

i 

Daring di 

i 

Langsurig 

. · .... ···•··· .· < •.•... -. 
( l) Petunjuk . Teknis Bela.11j~ 

Barang/ J'a~a melalui Tokc)i 
Pemerintah: . 

\ 

rneru pakan' ·. bagian · · · ............. (.4.1. ... 

Gubernur i$i. 
(2) Petunjuk · Teknis 

l .· 
Barang/ .Jasa melalui / 

I 

Pemerintah: Daerah 
~ : 

meliputi: ; : 
a. tugas dan 

dan jasa mengacu 
ketentuan peraturan 

.. .. . 

transaksi paling banyak Rp.< .. 

puluh juta rupiah]; dan 
b. menggJnakari .rnetode Ne~osiasr·••··· 

di atasl Rp, 50.000 
sampai dengan Rp. · · 

rupiahll 
(2) Perangkat Daerah 

( 1) Perangkat 1 Daerah di 
dalam melakukan / J.U~,J.a..n.;;:,,:u.1,,c;i.r,.,c:u 

jasa dapat' rnelakukan . . .. .. .. 

Rp200.00dOOO,- [dua ratus juta ..• ····.·-·. -~~·~· 

Daring dengan ketentuan: 
\ 

a. menggJnakan metode Pe1:nb~lian 

.·· .. . . 

. · ·· PasaJ2 .•• 



HARISSON 

BE RITA DAE RAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHON 2022 NOMOR·. 

SEKRETARIS DAERAH 
PRO 1NSI KALIMANTAN BARAT, 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal 

penempatannya dalam Berita Daerah 
Barat. 

Pera tu ran pengundangan 

Peraturan Gubernur ini mulai 
diundangkan. 

Agar setiap orang 

Pasal 5 

Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/ J asa 
dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan olehPPk, 
Penyelenggara Toko Daring, Pelaku 
melaksanakari Belanja 

melalui Toko Daring. 

d. pendampingan, pengawasan, dan ...,...,,, .. ~,., 

transaksi Belanj a .JJ(;t.U~,.::.1..1.u;,:. Penzadaan BEitantl:IJa:§,a / 
melalui Toko Daring 
Daerah. 

Pasal 4 

t,GUBERNUR 



r 

-. 

PBRA!.fGKA'l) DAUAH 
PUl'.IIMCAUA 

I 

. . . 

b. menyediakan akun PPK dan BP /BPP untuk melaksanal<:an tra.11.s~is{ 
Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa melalui TokoDaring; , ----- 

c. melakukan transaksi pada Platform Toko Daring sesuaik~~{1t.Uh~ri;~.irl···---·-_• 

d. melakukan pemeriksaan atas Barang/Uasa 
dikirimkan / dilaksanakan oleh Penyedia sesuai dengan Suf>if Pesat,,i;L\(/Y . i (,; ii 

.. { -.-. 
( ." .. 

. _ (< 
Daring; 

2. Pejabat Pengadaan bertugas dan berwenang: 
a. melakukan login melalui SPSE untuk mendapatkan ! akses ke Fft:>1{6 /.: 

dengan berita acara penyerahan; 
J. menilai kinerja Penyedia; dan 
k. menetapkan tim pendukung; 

1. 

kegiatan; ·. ; .- _- _. 
h. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada J>A/I{-ftA.; ( .. > 

menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepa.da•PA./;~Af> 

f. mencetak bukti transaksi yang dilakukan pada Pla'liorm'. Toko D~rii;g; -_ 
g. menyim.pan dan menjaga keutuhan seluruh dokurnen •.• pelal<:saj'i~kl'.J. 

Surat Pesanan; 

1. PPK bertugas dan berwenang: 
a. melakukan login melalui SPSE untuk mendapatkan akses ke Tako 

Daring; 
b. melakukan transaksi pada Platform Toko Daring sesuaLkebutuha.n; 
d. melakukan pemeriksaan atas Barang/ .Jasa ' • Y@g / _ .. - .• -_. 

dikirimkan/ dilaksanakan oleh Penyedia sesuai dengan SuratPesaria.n; > -.: 
e. melakukan konfirmasi penerimaan Barang/Jasa kepad.a.P~11yedi~ttl'iiti1f > 

' .= ··... ···'.·:· •• ··.· ...... 

·.·· : Provinsi Kalimantan Ba.rat meliputi: 

. . . .. -· .. · 

Para Pihak yang terlibat beserta tugas dan kewenangan dalam BelanjaLangsung 
Pengadaan Barang/ J asa melalui Toko Daring di Lingkungan Perheri11tcih / - 

. . . 

TUG AS DAN WEWENANG PARA PIHAK DALAM BELANJA - __ . LANGSUNG 
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI TOKO DARING DI. LINGKUNG~N 
PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT. 

A. 

BARAT 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS BELANJA LANGSUNG PENGADAAN BARANG/JASA 

MELALUI TOKO DARING DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMAN1'AN 

LAMPI RAN 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR TAHUN 2022 



1. kualitas barang/jasa; 
2. ketepatan perhitungan jumlah atauvolurne; 
3. ketepata.n waktu penyerahan; dan 

b. 

5. Pelaku Usaha/Penyedia bertugas dan berwenang: 
a. merespcrr/menanggapi dan 

PPK; 

penggunaan Toko 
Barang/ Jasa melalui 

d. menjaga keamanan dan n ....... ""'"u, ........ ,,c.ui 

dengan ketentuan, staridar, dan prosedur 
peraturan perundang-undangan di bidang 
elektronik. 

c. 

b. 

4. 

3. BAST; 
4. Bukti Pembayaran; dan 
5. Pajak. 

transaksi dan pembayaran sah/valid; dan 
e. mencetak bukti transaksi yang dilakukan pada 

1. Surat Pesanan; 

2. Invoice; 

. .. 

d. melaksanakan pembayaran atas transaksi Belanja _...,.,..,_iii:,._. 

Barang/ Jasa melalui Toko Daring kepada 

3. BP/BPP bertugas dan berwenang: 
a. meneliti kelengkapan dokumen/bukti transaksi 

melalui Belanja Langsung 
berupa Surat Pesanan dan bukti konfirmasi 

atau BAST; 
b. menguji kebenaran perhitungan tagihanyang 

pembayaran; 
c. menguji ketersediaan dana bagi IJ\.,.HH.JGt.¥ 

Pengadaan Barang/ .Jasatmelalui Toko Daring; 

a. menyediakan Platform Toko Daring 



[(AIU) 
litmUM t>El\!!RA!U!Jt!IA 

spesifikasi teknis, asal Barang, 
1. 

Pemanfaatan Toko 

C. TATA CARA BELANJA LANGSUNG PENGADAAN 

TOKO DARING DI LINGKUNGANPEMERINTAH 

purchasing. Tanggung jawab: atas l,JC: .. Lar,.co..ua.GU.st 

oleh pejabat/petugas tetap berada pada PPK 

4. 

Belanja Langsung Pengadaan 
dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, 

adil, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan IJ'-''•·P'-'J.·"'l-,<,Cl.C>..p.·.•'vJ.">-'vJ.J.IU,U,U\/1(:)'-'.l .. l.q. 

memberikan kesempatan pada tJMKM clan .Pelaku 
dan mengutarnakan Pengadaan Barangj'.Jasa 

kebutuhan Perangkat Daerah. 
Adapun syarat penggunaan Pengadaan 

Langsung Melalui Toko Daring a'.dalah sebagai .berikut: 
1. PPK, PP, dan Pelaku Usaha./Penyedia login 

hak akses / akun / user id yang telah 
Daring; 

2. PP melakukan transaksi Bela.11ja Langsung 

3. BP /BPP melaksanakan pembayaran atas 

non tunai (transfer), setelah . hasil 

B. KETENTUAN DAN SYARAT 

BARANG/JASA MELALUI TOKO 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

. . 

c. melaksanakan pengirimarr/pelaksanaanatas 

sesuai dengan syarat dan ketentuan u.c,u,u .... 

d. melakukan penggantian barang/jasa 

dan/atau terdapat 

barang/jasa sebagaimana tercantum ucuc1..u, 

4. ketepatan tempat penyerahan. 

media transaksi Pengadaan 
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f'!a:RAl'IGKAT O.URAH 
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1. 

J. 

i. 

berdasarkan invoice yang' telah diterbitkan; · .·· .. ·.. . . .: · .. ··. :1 •...• > > 

h. ~:::~u:::~:::U<t~::::~;~~rnt:l!~itlilill 
:::~J:: ;:~ ::tpi:a1i:;;::;::1 permlijf~ ;,p~,,gg~µ~i'1t::;):1H ...•. '.····l····················;··.·······'·························.: .•.•. !.········:'r)!I:.:.•.·.: ..•. :.·.•.:.::.•·······(·:·.: .. Pelaku Usaha/Penyedia ! wajib · melakukan p~hggarjtj~n()~*1J1.#iJfu§.ijliyH!: .. 

. :.•· .... ., .·· ····':.':':• .. ·.· . · ...... .,.., ...... , ,,"'·,.··· ',,' l':·;: 

2:::~=~=~n::::;:a::act;i:t::iu;11111;jirffl 
::::::7;:::~::t~:~:;~:~;:;11t111jll~1f illi'tfi 
Surat Pesanan / Invoice dan dibuktikan dengan: BA~T;/ 

k. :::::::, at:~r:~n:::1~;:::gs::;~e,1!f~f :~iWlt!i .... · Y1 
termasuk pajak yang tk,laku .kepada r611ecli~ :~~ ;1:11:\1wf:Ji 
(transfer); , :i ]?.,· 

.· bukti fr'.{?: 

g. 

f. 

U saha./Penyedia; 

e. 

dilakukan proses perse{ujuan pembelian dengari 11:1¢rii6:µ#t 
Request; 

d. 

·.,-< / -; '; 

aplikasi Belanja Langsung Pengadaan Barahg/Jasa Mel~Jil:i T6,lc¢ P~r~n~;> : < 

b. PP melakukan pemesanan Barang/Jasa pada 'foko J.?~~g,Jlf!fd,ij~f~~; 
nota /permtntaan dari PPK; 

(apabila diperlukan). 
2. Setiap aktivitas dan tahapan BelanjaLangsurig Pe11gad~ J3Eli-k.i1s/fr~Ji 

melalui.Toko Daring, dengan ketentuan sel:>agai b~rHrut: 

a. PPK menugaskan PP untuk melakukan pemesanan B§i.ii~11.g/ad~~;ffi[dc1..)/ 

c. 

I
)); 

\:·.: .. t= 

biaya ongkos \ 1111 barang, penilaian pembeli, dan 



3. Pelaporan aktivitas 
melalui Toko Daring 

4. Laporan aktivitas transaksi 
melalui Tako Daring sebagaimana UU.UGl.L"-OUU. 

. 
b. melakukan pembinaan, 1. rnemberikan 

kebijakan strategi Belanja Langsung 

diperlukan dalam rangka mendorong 

1. Pendampingan pelaksanaan Belanja Langsung 

melalui Toko Daring kepadaPPK, PP,BP/ 

D. PENDAMPINGAN, PENGAWASAN, DAN 

BELANJA LANGSUNG PENGADAAN 

sah pendukung transaksi Belanja 

dan/ atau pembayaran atas 
m. Untuk meningkatkan persaingan 

Barang/ Jasa dan kemudahan 'dalam 
terkait Perpajakan Daerah diberlakukan 
1} Pemerintah Daerah dilarang rneminta pelaku u.a,a..u.a. 

NPWP Daerah/NPWR .Daerah apabHa ·pelaku ,.._...,~ .... u= ... ,,, ...... ,,..,..,. .... , 

memiliki NPWP; 
2) BP /BPP tidak perlu melakukan 

' . 

Langsung Pengadaan Barang/tJasa Melalui Toko 

2. Pengawasan pelaksanaan Belanja Langsung 

melalui Tako Daring dilakukan 

berikut: 

a. mengawasi keseluruhan 

Barang/iJasa melalui TokeDaring; dari 


